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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241 /PMK.07/2014
TENTANG '

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

‘DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuann Pasal 18 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, tata cara penyaluran dana desa diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan,;

bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban
transfer ke daerah dan dana desa serta dalam rangka
pelaksanaan pengendalian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, perlu mengatur kembali mekanisme
pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah
dan dana desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43535); '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/ PMK 02/ 20 11
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan
Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara; :

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DAERAII DAN
DANA DESA. ‘
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

2. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran
yang tidak dikelompokkan dalam bagian -anggaran
Kementerian Negara/Lembaga.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

4, Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab
atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja
pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat
maupun kantor daerah atau satuan kerja di Kementerian
Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari
Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari
BA BUN.

7. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi
atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi
daerah kota.

8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.
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Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan. -

Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara
dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal
berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus,
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana

transfer lainnya.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah  berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH
Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,
dan Pajalk Penghasilan Pasal 21.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan

bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk
pertambangan minyak bumi dan gas bumi, yang
selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi
dan/atau bangunan yang: berada di dalam wilayah
kerja atau sejenisnya terkait pertambangan minyak
bumi dan gas bumi yang diperoleh haknya, dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kontraktor
Kontrak Kerja Sama.

Pajak Bumi dan Bangunan untuk pengusahaan panas
bumi yang selanjutnya disebut PBB Panas Bumi adalah
PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam
wilayah kerja atau sejenisnya terkait pengusahaan Panas
Bumi yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh Pengusaha Panas Bumi.
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Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan
kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut
PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan
ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak
Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8)
Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya
disingkat DBH CHT adalah bagian dari Anggaran Transfer
ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai
dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya
disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal
dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral
dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi,
pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut
Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH
yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung
penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan
ke daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa
realisasi’ penerimaan negara pada satu tahun anggaran
tertentu. ‘

Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut
Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH
yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung
penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke
daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa
realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran
tertentu.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
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Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasilkan kepada Daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional.

‘Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan

untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu
daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang
selanjutnya disebut Dana Keistimewaan DIY adalah dana
yang berasal dari BA BUN yang dialokasikan untuk
mendanai kewenangan istimewa.

Dana Transfer Lainnya adalah dana yang dialokasikan
untuk membantu Daerah dalam rangka melaksanakan
kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
selanjutnya disebut TP Guru PNSD adalah tunjangan
profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah
memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD
yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat
BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya
non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan
untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID
adalah dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan
fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah
dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.

o (2
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN
yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA
BUN.

Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah
yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat
keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap
daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu.

Surat Permintaan Pembayaran yang  selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen, yang Dberisi
permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayaratau pejabat lain
yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber
dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran
atas beban APBN berdasarkan SPM.

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran Transfer ke Daerah.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan
pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan
perintah pembayaran.

Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang selanjutnya disebut LKT adalah dokumen yang
memuat rincian penerimaan dana Transfer ke Daerah
dan Dana Desa.

2 B
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Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang
memuat rincian penerimaan dana Transfer ke Daerah dan

Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

-TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(1)

(3)

(4)

(9)

Pasal 2

Transfer ke Daierah dan Dana Desa meliputi:
a. Transfer ke Daerah terdiri atas:

1. Dana Perimbangan;

2. Dana Otonomi Khusus,

3. Dana Transfer Lainnya; dan

4, Dana Keistimewaan DIY,
b. Dana Desa.

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1 terdiri atas:

a. DBH;
b. DAU; dan
c. DAK.

DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terdiri atas:

a. DBH Pajak;

b. DBH CHT; dan

c. DBH SDA.

DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
terdiri atas:

a. DBH PBB; dan

b. DBH PBB Pasal 21 dan PPh WPOPDN.

DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
terdiri atas:

DBH SDA Kehutanan,

DBH SDA Pertambangan Umuim;

DBH SDA Perikanan,;

DBH SDA Minyak Bumi;

DBH SDA Gas Bumi; dan

DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi.

™o A0 TP
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(6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
terdiri atas:
a. DAK; dan

b. DAK Tambahan.

(7) Dana ‘Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;

b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua;

c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; dan
d

_ Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat.

(8) Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:

a. TP Guru PNSD;
b. DTP Guru PNSD;
c. BOS; dan
d. DID.
(9) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri
- atas:
a. BOS untuk daerah tidak terpencil; dan
b. BOS untuk daerah terpencil.

BAB III

PENGGUNA ANGGARAN/ PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku
PA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
menetapkan:

a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai
PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa; dan

b. Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer
ke Daerah dan Dana Desa.

(2) Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB IV

DOKUMEN PELAKSANAAN PENYALURAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Pasal 4

KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menyusun DIPA
BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan
peraturan perundang-undangan mengenai alokasi dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa. :

Penyusunan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak
memuat rincian alokasi dana Transfer ke Daerah setiap
provinsi, kabupaten dan kota.

Pasal 5

KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat
menyusun perubahan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan
Dana Desa.

KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa
menyampaikan perubahan DIPA BUN Transfer ke Daerah
dan Dana Desa kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk
mendapatkan pengesahan.

Perubahan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Tata cara perubahan DIPA BUN dilakukan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi
anggaran.

Bagian Kedua

Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah,
Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar,

(1)

dan Surat Perintah Pencairan Dana
Pasal 6

KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan
SKPRTD berdasarkan DIPA BUN Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa sesuai dengan alokasi untuk setiap daerah
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

7 6
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SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
oleh PPK BUN sebagai dasar penerbitan SPP.
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh
PPSPM BUN sebagai dasar penerbitan SPM.
BAB V
PELAKSANAAN PENYALURAN

. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN
ke RKUD. »

Dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah membuka RKUD pada Bank Sentral atau Bank
Umum untuk menampung penyaluran Transfer ke Daerah
dengan nama depan RKUD yang diikuti dengan nama
daerah yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah wajib
menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dilampiri dengan:

a. asli rekening koran dari RKUD; dan

b. salinan keputusan Kepala Daerah  mengenai
penunjukan bank tempat menampung RKUD.

Perubahan nomor rekening dan/atau nama bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

(1)

Paragraf 1
Dana Bagi Hasil Pajak

Pasal 8

Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota
dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. tahap I pada bulan April;

b. tahap II pada bulan Agustus; dan

c. tahap III pada bulan November.

7 &
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Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan rincian sebagai berikut:

a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu
alokasi;

b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu
alokasi; dan

c. tahap Il didasarkan pada selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada

tahap I dan tahap II.
Pasal 9

Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota
dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten
dan kota untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan
Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan secara mingguan
yang dimulai pada bulan Agustus setelah surat
pemberitahuan pajak terutang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.

Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota
dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten
dan kota untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk bulan Desember dilaksanakan satu kali sebesar
sisa pagu alokasi.

Pasal 10

Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Migas
dan PBB Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan,

yaitu:

a. triwulan I pada bulan Maret;

b. triwulan II pada bulan Juni;

¢. triwulan III pada bulan September; dan
d. triwulan IV pada bulan Desember.

Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Migas
dan PBB Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu
alokasi; dan

b. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada
triwulan I, triwulan 11, dan triwulan III.
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Pasal 11

Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN
dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:

a. triwulan I pada bulan Maret;

b. triwulan Il pada bulan Juni;

c. triwulan III pada bulan September; dan
d. triwulan IV pada bulan Desember.

Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan rincian sebagai berikut:

a. penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III
masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari
pagu alokasi; dan

b. penyaluran triwulan v berdasarkan selisih
antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah
disalurkan pada triwulan [, triwulan I, dan
triwulan IIL

Paragraf 2

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Pasal 12

Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. triwulan I pada bulan Maret,

b. triwulan II pada bulan Juni,

c. triwulan III pada bulan September; dan
d. triwulan IV pada bulan Desember.

Penyaluran triwulan I dan/atau triwulan II sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Daerah
penerima DBH CHT menyampaikan dokumen kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:

a. laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester II
tahun anggaran sebelumnya;

b. surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa
lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun anggaran
sebelumnya; dan

c. surat pernyataan telah menganggarkan dana dari
sumber selain DBH CHT untuk menggantikan DBH
CHT yang pada tahun anggaran sebclumnya
digunakan tidak sesuai peruntukannya.

i B



MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(3) Penyaluran triwulan I dan/atau  triwulan IV
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima
laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester I tahun
anggaran berjalan dari Kepala Daerah penerima DBH CHT.

(4) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada
- ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu
alokasi, ‘

b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
alokasi.

Paragraf 3

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pasal 13

(1) Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan,
yaitu:

a. triwulan I pada bulan Maret;

b. triwulan II pada bulan Juni;

c. triwulan III pada bulan September; dan
d. triwulan IV pada bulan Desember.

(2). Penyéluran DBH SDA Migas, Pertambangan Umum,
Pengusahaan Panas Bumi, dan Perikanan dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 20%
(dua puluh persen) dari pagu alokasi; _

b. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pa
alokasi; dan .

c. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada
triwulan I, triwulan II, dan triwulan IIL

(3) Penyaluran DBH SDA Kehutanan dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing
sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi; dan

b. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada
triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

ya
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Pasal 14

Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun
anggaran berjalan, maka penyaluran DBH dilakukan
berdasarkan perubahan pagu alokasi.

Dalam hal terdapat Lebih Bayar DBH, maka kelebihan
pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam
penyaluran DBH yang penggunaannya tidak ditentukan
dan/atau DAU pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal terdapat Kurang Bayar DBH, maka penyaluran
dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
alokasi Kurang Bayar DBH.

Paragraf 4

Dana Alokasi Umum
Pasal 15

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan kepada
masing-masing daerah sebesar 1/12 (satu per dua belas)
dari pagu alokasi.

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada hari kerja pertama  untuk
bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja
pertama bulan berikutnya untuk bulan Februari sampai
dengan bulan Desember.

Paragraf S
Dana Alokasi Khusus

Pasal 16

Penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan dilaksanakan
secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. triwulan [ paling cepat pada bulan Februari dan
paling lambat pada tanggal 31 Juli, - setelah
Kepala Daerah penerima DAK menyampaikan
dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan berupa:

1. peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan;

2. laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK
Tambahan  triwulan v tahun anggaran
sebelumnya;

/8
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3. laporan penyerapan penggunaan DAK dan/atau
DAK Tambahan tahun anggaran sebelumnya; dan

4. surat pernyataan penyediaan dana
pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. triwulan II, setelah Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK
dan/atau DAK Tambahan triwulan I tahun anggaran
berjalan dari Kepala Daerah penerima DAK dan/atau
DAK Tambahan;

c. triwulan III, setelah Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK
dan/atau DAK Tambahan sampai dengan triwulan II
tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah penerima
DAK dan/atau DAK Tambahan; dan

d. triwulan IV, setelah Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK
dan/atau DAK Tambahan sampai dengan triwulan III
tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah penerima
DAK dan/atau DAK Tambahan.

(2) Penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian
sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu
alokasi;

b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen)dari pagu
alokasi.

(3) Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK
Tambahan setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan.

(4) Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK
Tambahan triwulan I, triwulan II, dan triwulan III
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran
berjalan beralhir.

(5) Dalam hal laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau
DAK Tambahan belum disampaikan sampai dengan batas
akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan ayat (4), maka DAK dan/atau DAK Tambahan

tidalc disalurkan.
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Dalam hal output kegiatan belum tercapai dan masih
terdapat sisa DAK di RKUD sampai dengan tahun
anggaran berakhir, maka sisa DAK akan diperhitungkan
terhadap penyaluran DAU dan/atau DBH pada tahun
anggaran berikutnya.

Pasal 17

Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK
Tambahan setiap triwulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf %1 angka 2, huruf b, huruf c,
dan huruf d dibuat sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Laporan penyerapan penggunaan DAK  dan/atau DAK
Tambahan tahun anggaran berkenaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 3 dibuat
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Surat pernyataan penyediaan dana  pendamping
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurufl a
angka 4 dibuat berdasarkan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1II yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK
Tambahan setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan laporan penyerapan penggunaan DAK tahun
anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK
dan/atau DAK Tambahan.

Rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK dan/atau DAK
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat
berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK
Tambahan  setiap  triwulan, laporan penyerapan
penggunaan DAK tahun anggaran berkenaan, dan
rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK dilengkapi
dengan softcopy.

v
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Pasal 18

(1) Laporan realisasi penyerapan DAK dan Jatau DAK
Tambahan triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan laporan
realisasi atas penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan
triwulan IV yang dilakukan sampai dengan tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.

(2) Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK
Tambahan triwulan IV sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dengan ketentuan:

a. sebagai persyaratan penyaluran DAK dan/atau DAK
Tambahan triwulan I tahun anggaran berikutnya; dan

b. paling lambat pada bulan Maret tahun anggaran
berikutnya dalam hal Daerah tidak menerima alokasi
DAK dan/atau DAK Tambahan.

(3) Dalam hal DAK dan/atau DAK Tambahan tidak tersalur
seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4),
maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau
kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan
DAK dan/atau DAK Tambahan menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah.

(4) Dalam hal DAK dan/atau DAK Tambahan tidak tersalur
seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
laporan penyerapan penggunaan DAK dan/atau DAK
Tambahan menggunakan porsi alokasi setiap bidang DAK
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan jumlah
DAK yang diterima RKUD.

(5) Porsi alokasi setiap bidang DAK dan/atau DAK Tambahan
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melebihi pagu alokasi
DAK setiap bidang yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan mengenai alokasi DAK.

(6) Laporan penyerapan penggunaan DAK dan/atau DAK
Tambahan yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

v &
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Pasal 19

(1) Dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang
DAK dan/atau DAK Tambahan lebih kecil dari pagu
bidang DAK dan/atau DAK Tambahan, Daerah penerima
DAK dan/atau DAK Tambahan dapat melakukan
optimalisasi penggunaan DAK dan/atau DAK Tambahan
dengan merencanakan dan menganggarkan kembali
kegiatan DAK dan/atau DAK Tambahan dalam APBD
tahun anggaran berjalan. ‘

(2) Optimalisasi penggunaan DAK dan/atau DAK Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
kegiatan-kegiatan pada bidang DAK dan/atau DAK
Tambahan yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis
yang ditetapkan.

Paragraf 6
Dana Otonomi Khusus

Pasal 20

(1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dilaksanakan secara
bertahap, yaitu:

a. tahap I paling cepat pada bulan Maret;
b. tahap II paling cepat pada bulan Juli; dan
c. tahap III paling cepat pada bulan Oktober.

(2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian
sebagai berikut:

a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu
alokasi; _

b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari
pagu alokasi; dan :

c. tahap Il sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pagu alokasi.

(3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah
mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

o
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Paragraf 7

Dana Transfer Lainnya
Pasal 21

Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan secara
triwulanan, yaitu:

a. triwulan I pada bulan Maret;

b. triwulan II pada bulan Juni;

c. triwulan III pada bulan September; dan
d. triwulan IV pada bulan November.

Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu
alokasi;

b. triwulan II dan triwulan III sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
alokasi.

Kepala Daerah membuat dan menyampaikan laporan
realisasi pembayaran TP Guru PNSD kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara
semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan realisasi pembayaran TP Guru PNSD
Semester | disampaikan paling lambat minggu pertama
bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan

b. laporan realisasi pembayaran TP Guru PNSD
Semester II disampaikan paling lambat minggu terakhir
bulan April tahun anggaran berikutnya. :

Laporan realisasi pembayaran TP Guru PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan
TP Guru PNSD, yang telah menerima pembayaran
TP Guru PNSD dan jumlah total pembayaran
TP Guru PNSD;

b. rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan
TP. Guru PNSD namun belum menerima pembayaran
TP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan
pembayarannya; dan

c. rekapitulasi realisasi pembayaran TP Guru PNSD setiap
semester.

g/(%
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(5) Laporan realisasi pembayaran TP Guru PNSD semester I
dan semester II tahun anggaran sebelumnya merupakan
syarat penyaluran TP Guru PNSD triwulan II tahun

anggaran berjalan.

(6) Dalam hal TP Guru PNSD yang telah disalurkan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sampai
dengan ‘triwulan IV tidak mencukupi kebutuhan
pembayaran TP Guru PNSD selama 12 (dua belas) bulan,
Kepala Daerah melakukan pembayaran kepada Guru
PNSD berdasarkan jumlah bulan yang telah disesuaikan
dengan pagu alokasi.

(7) Dalam hal terdapat kurang salur TP Guru PNSD pada
tahun anggaran berjalan akan diperhitungkan dengan:

a. dana cadangan TP Guru PNSD; atau

b. alokasi TP Guru PNSD pada tahun anggaran
berikutnya.

(8) Penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) huruf a dilakukan berdasarkan surat rekomendasi
dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(9) Laporan realisasi pembayaran TP Guru PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 22
(1) Penyaluran DTP Guru PNSD dilaksanakan secara
triwulanan, yaitu:
a. triwulan I pada bulan Maret;
b. triwulan II pada bulan Juni;
¢. triwulan III pada bulan September; dan
d. triwulan IV pada bulan November.

(2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: .

a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu
alokasi;

b. triwulan II dan triwulan III sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
alokasi.

<
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Kepala Daerah wajib membuat dan menyampaikan
laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara
semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD
semester I disampaikan paling lambat minggu pertama
bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan

b. laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD
semester II disampaikan paling lambat minggu terakhir
bulan April tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:’

a. rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan
DTP Guru PNSD, yang telah menerima pembayaran
DTP Guru PNSD dan jumlah total pembayaran
DTP Guru PNSD;

b. rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan
DTP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran
DTP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan
pembayarannya; dan

c. rekapitulasi realisasi pembayaran DTP Guru PNSD
per semester.

Laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD semester I
dan semester 1I tahun anggaran sebelumnya merupakan
syarat penyaluran DTP Guru PNSD triwulan II tahun
anggaran berjalan.

Dalam hal DTP Guru PNSD yang telah disalurkan oleh
pemerintah pusat. kepada pemerintah daerah sampai
dengan triwulan 1V tidak mencukupi kebutuhan
pembayaran DTP Guru PNSD selama 12 (dua belas) bulan,
Kepala Daerah melakukan pembayaran kepada Guru
PNSD berdasarkan jumlah bulan yang telah disesuaikan

dengan pagu alokasi.

Dalam hal terdapat kurang salur DTP Guru PNSD pada
tahun anggaran berjalan akan diperhitungkan dengan:

a. dana cadangan DTP Guru PNSD; atau

b. alokasi DTP Guru PNSD pada tahun anggaran
berikutnya.

Penyaluran dana cadangan DTP Guru PNSD sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan berdasarkan
surat rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

zs
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Laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai
dengan  format  sebagaimana  tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 23

Penyaluran BOS untuk daerah tidak terpencil dilakukan
secara triwulanan, yaitu:

a. triwulan I dilakukan paling lambat minggu ketiga
bulan Januari;

b. triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja pada awal bulan April;

c. triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja pada awal bulan Juli; dan

d. triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja pada awal bulan Oktober.

Penyaluran BOS pada tiap triwulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.

Penyaluran BOS untuk daerah terpencil dilakukan secara
semesteran, yaitu:

a. semester I dilakukan paling lambat minggu ketiga
bulan Januari; dan

b. semester II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja pada awal bulan Juli.

Penyaluran BOS pada tiap semester sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan masing-masing sebesar
50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pemerintah provinsi wajib menyalurkan BOS kepada
masing-masing satuan pendidikan dasar dalam provinsi
yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterimanya BOS di RKUD provinsi.

Penyaluran BOS kepada- masing-masing satuan
pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
didasarkan pada rincian alokasi BOS per satuan
pendidikan dasar yang dihitung sesuai data jumlah siswa
yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

<
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Pasal 24

Gubernur wajib menyampaikan:

a. laporan realisasi penyaluran BOS kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan; dan

b. laporan realisasi penyerapan BOS kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar.

Laporan realisasi penyaluran BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a disertai dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak dan Rekapitulasi SP2D yang
diterbitkan untuk penyaluran BOS.

Laporan realisasi penyaluran BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan paling lambat:

a. akhir bulan Maret untuk penyaluran triwulan I;

b. akhir bulan Juni untuk penyaluran triwulan II bagi
daerah tidak terpencil dan untuk penyaluran
semester | bagi daerah terpencil;

c. akhir bulan September untuk penyaluran triwulan III;
dan

d. akhir bulan Desember untuk penyaluran triwulan IV
bagi daerah tidak terpencil dan untuk penyaluran
semester II bagi daerah terpencil.

Laporan realisasi penyerapan BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan setiap
triwulan bagi daerah tidak terpencil dan setiap semester
bagi daerah terpencil.

Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Laporan realisasi penyerapan BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

s



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-25 -
Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat kurang dan/atau lebih salur BOS,
perhitungan  kurang dan/atau lebih salur BOS
disampaikan dalam laporan realisasi penyerapan BOS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(2) Berdasarkan laporan realisasi  penyerapan  BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
menyampaikan rekomendasi kurang dan/atau lebih salur
BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.

(3) Rekomendasi kurang dan/atau lebih salur BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan
berjalan berakhir bagi daerah tidak terpencil dan
30 (tiga puluh) hari kerja sebelum semester berjalan

berakhir bagi daerah terpencil.

(4) Dalam hal terdapat lebih salur BOSsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk daerah tidak terpencil,
maka lebih salur BOS diperhitungkan dengan ketentuan:

a. untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan I
diperhitungkan dalam penyaluran BOS triwulan
berikutnya; dan

b. wuntuk triwulan IV diperhitungkan dalam penyaluran
BOS triwulan I tahun anggaran berikutnya.

(5) Dalam hal terdapat lebih salur BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk daerah terpencil, maka
lebih salur BOS diperhitungkan dengan ketentuan:

a. untuk semester I diperhitungkan dalam penyaluran
BOS semester berikutnya; dan

b. untuk semester II diperhitungkan dalam penyaluran
BOS semester I tahun anggaran berikutnya.

(6) Dalam hal terdapat kurang salur BOS, maka rekomendasi
kurang salur BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi dasar penyaluran dana cadangan BOS.

(7) Penyaluran dana cadangan BOS untuk daerah tidak
terpencil dilakukan secara triwulanan, yaitu:

a. triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
" sebelum tanggal 31 Maret;

b. triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum tanggal 30 Juni;

c. triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum tanggal 30 September; dan

d. triwulan IV dilakukan paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sebelum tanggal 31 Desember.
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(8) Penyaluran dana cadangan BOS untuk daerah terpencil

dilakukan secara semesteran, yaitu:

a. semester I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum tanggal 30 Juni; dan

b. semester II dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sebelum tanggal 31 Desember.

(9) Pemerintah provinsi wajib menyalurkan dana cadangan
BOS kepada masing-masing satuan pendidikan dasar
paling lama 7-(tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana
cadangan BOS di RKUD provinsi.

Pasal 26

(1) Penyaluran DID dilakukan secara semesteran, yaitu:
a. semester I dilakukan pada bulan Februari; dan
b. semester II dilakukan pada bulan Juli.

(2) Penyaluran DID pada tiap semester sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing
sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

(3) Penyaluran DID semester I sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Kepala Daerah
menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan berupa:
a. peraturan daerah APBD tahun berjalan; dan
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

(4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat sesuai dengan
format sebagaimana tercantum Lampiran Xl yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Paragraf 8
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 27

Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilaksanakan sesuai
dengan . Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan DIY.
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Paragraf 9

Dana Desa
Pasal 28

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian
dan penyaluran Dana Desa.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penyampaiém Konfirmasi Penerimaan Dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pasal 29

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib
menyampaikan konfirmasi penerimaan dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa melalui:

a. LKT dan LRT; dan
b. media elektronik.

(2) Penyampaian konfirmasi penerimaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikirimkan kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara.

(3) Penyampaian LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. LKT pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja setelah. triwulan berkenaan berakhir; dan

b. LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran bersamaan dengan
penyampaian LKT triwulan IV.

(4) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
menyampaikan LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) beserta rekapitulasi ~LKT dan LRT seluruh
pemerintah daerah dalam wilayah kerjanya kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(5) Penyampaian LKT dan LRT beserta rekapitulasi LKT dan
LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima.

(6) Berdasarkan LKT dan LRT yang disampaikan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melakukan penelitian dan menyusun
rekapitulasi LKT dan LRT untuk disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

e
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Penyampaian LKT dan LRTbeserta rekapitulasi LKT dan
LRT kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling
lama 5 (lima) hari kerja setelah diterima.

LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Penyampaian konfirmasi penerimaan dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa melalui media elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menggunakan aplikasi yang tersedia pada website
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 30

Dalam hal Kepala Daerah tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3),
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melakukan langkah-langkah koordinasi
dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam
upaya pemenuhan kewajiban penyampaian konfirmasi.

Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan
konfirmasi penerimaan melalui LKT dan LRT sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya
koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Kantor .  Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil koordinasi
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan laporan hasil koordinasi yang disampaikan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat
melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH
sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya DAU
dan/atau DBH yang akan disalurkan pada periode
berikutnya.
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BAB VI

PEMOTONGAN, PENUNDAAN, PENGHENTIAN DAN/ATAU
PEMBAYARAN KEMBALI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pasal 31

(1) KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat
" melakukan pemotongan, penundaan dan/atau
penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana
Desa untuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan peruindang-undangan.

(2) Pemotongan, penundaan dan/atau penghentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah

mendapat surat permintaan dari instansi/unit yang
berwenang sesuai dengan  ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh pimpinan instansi/unit yang berwenang
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Pasal 32

(1) Pemotongan dalam penyaluran Transfer ke Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat
dilakukan, antara lain dalam hal terdapat:

a. kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran
dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, termasuk
DBH CHT yang tidak digunakan sesuai peruntukannya
dan/atau tidak dianggarkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya;

b. tunggakan pembayaran pinjaman daerah pada
pemerintah pusat dan tidak dilaksanakannya hibah
daerah induk kepada daerah otonomi baru;

c. sisa DAK di RKUD sampai dengan tahun anggaran
berakhir yang output kegiatan belum tercapai;
dan/atau

d. pelanggaran kebijakan di bidang pajak daerah dan
retribusi daerah.

(2) Penundaan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
dapat dilakukan dalam hal terdapat kewajiban
non finansial daerah yang tidak dipenuhi, antara lain:

a. penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD;

b. penyampaian konfirmasi penerimaan melalui LKT dan

LRT;
c. persyaratan penyaluran DBH CHT; dan
d. penyampaian rekapitulasi pemungutan dan

penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya.

AL
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Penghentian penyaluran dana Transfer ke Daerah dan
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
dapat dilakukan, antara lain dalam hal:

a. daerah penerima DBH CHT telah 2 (dua) Kkali
diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DBH
CHT dalam tahun anggaran berjalan;

b. Kepala Daerah mengajukan permohonan penghentian
penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan kepada

Menteri  Keuangan  c.q. Direktur  Jenderal
Perimbangan Keuangan, disertai dengan surat
persetujuan dari pimpinan Kementerian

Negara/Lembaga terkait; dan

c. terdapat kelebihan alokasi TP Guru PNSD dan/atau
alokasi DTP Guru PNSD kepada Daerah pada tahun
anggaran berjalan.

Pemotongan, penundaan dan/atau penghentian

- penyaluran Transfer ke Daerah mempertimbangkan,

antara lain, besarnya permintaan pemotongan, alokasi,
Lebih Bayar atau lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana
Desa, dan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

Dalam hal penghentian penyaluran DAK dan/atau DAK
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilakukan sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka
penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan tidak dapat
disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan,
penundaan, dan/atau penghentian penyaluran Transfer ke
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 33

Pembayaran kembali penyaluran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) dilakukan setelah:

a. dicabutnya sanksi penundaan;

b. dipenuhinya kewajiban daerah dalam tahun anggaran
berjalan; atau

c. batas waktu pengenaan sanksi penundaan berakhir
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran kembali DBH CHT yang ditunda dilakukan
bersamaan dengan penyaluran triwulan berikutnya
setelah seluruh persyaratan setiap triwulan terpenuhi.
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BAB VII

PENYALURAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

Pasal 34

KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat
menyusun langkah-langkah akhir tahun dalam rangka
penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada akhir

tahun anggaran.

Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain menginformasikan mengenai tata
cara penyampaian dan penerimaan laporan realisasi
penggunaan dana dari daerah dan batas akhir penyaluran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan

November.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

(1)

(2)

(3)

(4)

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pasal 35

Dalam rangka pertanggungjav\.raban pengelolaan BA BUN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, PPA BUN menyusun
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun. oleh
Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan
Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dalam rangka  penatausahaan, akuntansi, dan
pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan anggaran,
KPA BUN Transfer Daerah dan Dana Desa menyusun
Laporan Keuangan tingkat KPA dan disampaikan
kepada PPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dalam rangka  penatausahaan, akuntansi, dan
pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan anggaran,
KPA BUN Transfer Daerah dan Dana Desa dapat
menunjuk dan menugaskan unit organisasi pada
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi terkait dengan penyusunan
laporan keuangan.

/
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(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan operasional;
c. laporan perubahan ekuitas;
d. neraca; dan
e. catatan atas laporan keuangan.

(6) Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi
anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan bersama-sama dengan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan
pemerintah daerah dapat melakukan rekonsiliasi data
realisasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa.

Pasal 36

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan dana
Transfer ke Daerah.

(2) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pemindahbukuan
Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban jenis Transfer ke Daerah
dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Undang-Undang
mengenai APBN selain yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

tersendiri.
Pasal 38

(1) Bendahara umum daerah /bendahara pengeluaran daerah
selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya
wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemungutan dan
penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai
derigan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaike}n secara semesteran kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari

kerja setelah semester berakhir.
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Dalam hal bendahara umum daerah/bendahara
pengeluaran daerah tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Transfer
ke Daerah dan Dana Desa dapat melakukan penundaan
penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 10% (sepuluh
persen) dari besarnya DAU dan/atau DBH yang akan
disalurkan pada periode berikutnya.

Pasal 39

Dalam rangka pengendalian  pelaksanaan APBN,

penyaluran DBH triwulan IV dapat disalurkan tidak

seluruhnya dari pagu alokasi setelah dikurangi realisasi
penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III.

DBH yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diperhitungkan sebagai Kurang Bayar DBH untuk
dianggarkan - dan disalurkan pada tahun anggaran
berikutnya. :

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Ketentuan mengenai penyaluran DBH CHT dan DAK
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
tetap berlalku sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014.

Ketentuan mengenai penggunaan sisa DAK
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah,
masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkanrya
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
penggunaan sisa dana transfer ke daerah.

Ketentuan penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan
triwulan [ sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf a angka 2 dan angka 3, untuk tahun anggaran
2015 menggunakan laporan realisasi penyerapan
DAK dan/atau DAK Tambahan tahap III dan laporan
penyerapan penggunaan DAK dan/atau DAK Tambahan
sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | lII dan Lampiran IV Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

e



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

.34 -

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian
konfirmasi penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 serta
tata cara rekonsiliasi data realisasi penyaluran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (6) diatur bersama oleh Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013  tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke
Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pacda tanggal 24 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttcl.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1972
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 /PMK.07/2014

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS
TRIWULAN ...  TAHUN ANGGARAN ... 2

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 3 menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh
atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus ini dengan rincian sebagai

berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

Triwulan I : Rp...4
Triwulan II : Rp...%
Triwulan III ' : Rp...o
Triwulan IV : Rp... 7
Jumlah- : Rp...8
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah
Triwulan ini : Rp...9
Kumulatif s.d. Triwulan ini ‘ : Rp...10

Sisa Dana Alokasi Khusus di Rekening Kas Umum Daerah : Rp...11

Persentase Sisa Dana Alokasi Khusus 1 ... %12
Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum
Daerah
No. | Bidang!3 | Pagu!4 melalui SP2D Daerah Sisa Pagu!8
Triwulan Triwulan Kumulatif s.d. |
Sebelumnyal’) Inilé) Triwulan ini!?)
1 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...
2 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...
3 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...
Dst.
Jumlahl9 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihalk ketiga yang tercantum dalam laporan ini,
disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

o
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Keterangan:

1.

Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni:
a. triwulanI;

b. triwulan II;

c. triwulan III; atau

d. triwulanIV.

Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.

Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:
a. gubernur bagi daerah provinsi;

b. bupati bagi daerah kabupaten; atau

c. walikota bagi daerah kota.

Diisi sesuaidengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada triwulan I.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada triwulan IL

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada triwulan IIL

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kkas umum negara pada triwulan IV.

Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum
daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.

Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas
umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan.

10.

Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari
rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan.

11.

Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK di rekening kas umum daerah sampai dengan
triwulan laporan.

12.

Diisi sesuai dengan persentase sisa DAK di rekening kas umum daerah terhadap
jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening
kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.

13.

Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.

14.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK
bersangkutan.

15.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening
kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian
bidang DAK bersanglkutan.

16.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening
kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan untuk rincian bidang
DAK hersangkutan.

¢
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17. | Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga
dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan
laporan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.

18. | Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK di rekening kas umum daerah
sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.

19. | Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.

20. | Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

21. | Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:

a. gubernur bagi daerah provinsi; ‘

b. bupati bagi daerah kabupaten; atau

c. walikota bagi daerah kota.
72. | Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
23. | Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTIERI KEUANGAN REPUBLIK INDONIESIA,

ttcl.
BAMBANG P. 5. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2

/PMK.07/2014

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN ... 1

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I :Rp... 2
Triwulan II : Rp... 3
Triwulan III : Rp... 4
Triwulan IV : Rp...5
Jumlah : Rp...
Realisasi
Pembayaran dari Sisa DAK di Persentase
. Rekening Kas Rekening Kas Pelaksanaan
No. Bidang 7 Pagu ® Umum Dierah ' Umu%n Kegiatan s.d. 31
melalui SP2D Daerah 10 Desember ... 11)
Daerah 9
1 Rp... Rp.. Rp... Rp...
2 Rp... Rp.. Rp... Rp...
3 Rp... Rp.. Rp... Rp...
Dst.
Jumlah 12 Rp... Rp.. Rp... Rp...

15)

.. 16)
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Keterangan:

1. | Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.

2. | Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada triwulan L.

3. | Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada triwulan II.

4. | Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada triwulan IIL

5. | Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada triwulan IV.

6. | Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum
daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.

7 | Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bhidang DAK
bersanglcutan.

9. | Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening
kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK bersangkutan.

10. | Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK di rekening kas umum daerah
sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.

11. | Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31
Desember tahun berjalan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.

12. | Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.

13. | Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

14. | Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni:
a. gubernur bagi daerah provinsi;
b. bupati bagi daerah kabupaten; atau
c. walikota bagi daerah kota.

15. | Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.

16. | Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ticl.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM )
KEPALA BAGIAN.T.U. KE

MENTERIAN

M s ekt 1 _l|
GIARTO )
NIP 195




LAMPIRAN Il
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOoMOR 241 /PMK.07/2014

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN DANA PENDAMPING
NOMOR: ...1

Yang bertanda tangan di bawah ini ...2menyatakan bahwa Pemerintah Daerah ... 3 telah

menyediakan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus sebesar ... 4% (... 5 persen) dari pagu
Dana Alokasi Khusus ...6ldalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah

dituangkan dalam Daftar Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran ....7

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

10}

.1

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONIESIA,

ttel.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya
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Keterangan

Diisi sesuai dengan penomoran surat di daerah bersangkutan.

Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yalkni:
a. gubernur bagi daerah provinsi;

b. bupati bagi daerah kabupaten; atau

c. walikota bagi daerah kota.

Diisi sesuai dengan nama pemerintah daerah bersangkutan.

Diisi sesuai dengan bilangan persentase dana pendamping DAK dalam tulisan angka.

Diisi sesuai dengan bilangan persentase dana pendamping DAK dalam tulisan huruf.

Diisi sesuai dengan nama pemerintah daerah bersangkutan.

Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.

Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

olo|Nlolalsle

Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:
a. gubernur bagi daerah provinsi;

b. bupati bagi daerah kabupaten; atau

c. walikota bagi daerah kota.

10.

Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersanglkutan.

11.

Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJON EGORO
Salinan sgsuai.dengan aslinya
KEPALABIRO‘UMUM
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BAGIAN.T.U

GIAliﬁ:rdfgl '
NIP 19590420198




bt et e —— e -

MENTER!I KEUANGAN
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'FORMAT REKAPITULASI SURAT PERI
ATAS REALISASI PENGGUNAA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIIC INDONESIA

NOMOR

241 /PMK.07/2014

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGOUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

NTAH PENCAIRAN DANA DAERAH
N DANA ALOKASI KHUSUS

REKAPITULASI SURAT PERINTAH
ATAS REALISASI PENGGUNAAN DAN

PENCAIRAN DANA DAERAH (SP2D)

TAHUN ANGGARAN ...2

A ALOKASI KHUSUS TRIWULAN ... !

Nilai

SP2D
No. Nomor3 [ Tanggal® DAKS' | Dana Pendamping® Keterangan?

.8
1 Rp... Rp...
2 Rp... Rp...
3 Rp... Rp...
Dst. Rp... Rp...
Jumlah? Rp... Rp...

Dst.
Jumlah!9 [ Rp... Rp...

13)

.. 14
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Keterangan:

1.

Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni:
a. triwulan [

b. triwulan II;

c. triwulan III; atau

d. triwulan IV.

2. | Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.
Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang
DAK bersangkutan.

4. | Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai
bidang DAK bersangkutan.

5 | Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang
DAK bersangkutan.

6. | Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan dana pendamping
DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.

7. | Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai
bidang DAK bersangkutan.
Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-
masing rincian bidang DAK.

10. | Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.

11. | Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

12. | Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni:
a. gubernur bagi daerah provinsi;
b. bupati bagi daerah kabupaten; atau
c. walikota bagi daerah kota.

13. | Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.

14. | Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONIESIA,

tid.
BAMBANG P. 3. BRODJONEGORO

Salinan sesuai. du}gan aslmva
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NOMOR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
241 /PMK.07/2014

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGOQUNQJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
DALAM HAL DANA ALOKASI KHUSUS TIDAK TERSALUR SELURUHNYA

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN ... 1

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... 2
Triwulanll ' Rp... 3
Triwulanlll : Rp... 4
TriwulanIV : Rp... 9
Jumlah : Rp... 8
Pagu yang Realisasi . . Y Persentase
o - Pembayaran dari | Sisa DAK di
Bidang D1te'r1ma Rekening Kas Rekening Pela}ksanaan
No. 2 Pagu 8 | Rekening Kas Umum Daerah Kas Umum g;aglljatan sgd.
A melalui SP2D | Daerah 1 esember
Daerah 10
1 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...
2 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...
3 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...
Dst.
Jumlah 13 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...

16)

.17
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Keterangan:

Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.

2. | Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada triwulan L.

3. | Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada triwulan II.

4. | Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada triwulan III.

5 | Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada triwulan Iv.

| 6. | Diisi sesuai dengan jumlah keselur uhan dana yang diterima rekening kas umum

daerah dari rekening kas umum negala sampai dengan triwulan laporan.
Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidahg DAK
bersangkutan.

9. | Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah
masing-masing rincian bidang DAK bersangkutan.

10. | Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening
kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK bersangkutan.

11. | Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK di rekening kas umum daerah
sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.

12. | Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31
Desember tahun berjalan untuk rincian bidang DAK bersanglkutan.

13. | Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.

14. | Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

15. | Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni:
a. gubernur bagi daerah provinsi;
b. bupati bagi daerah kabupaten; atau
c. walikota bagi daerah kota.

16. | Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.

17. | Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONIESIA,

tid.
BAMBANG P. 3. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN V1)

PEPATURAIHMEIZEP] KEVANCAN REPUBLIK INCONESIA
NOMOR. P07 2014

TENTANG PELARSANAAI DAN PERTANGGUINGCJAWABAN
TRANSFER KE DAZPAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
[ romo s rae revanoon REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK DAN TELAH MENEPIMA
PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD SEMESTER PERTAMA TA. 2014
TRIWULAN | -
BULAN : JANUARI 2014 BULAN : FEBRUARI 2014 BULAN : MARET 2013 | CARRY OVER 2010 S.D. 2023
TOTAL REALISASI
JENIANG JUMLAH REALISAS! | JUMLAH PEALISASI | JUMLAH | REALISAS) | JuMLAH REALISAS) PEMBATARAN KETERANGAN
PENDIDIKAN GURU PEMBAYAPA | GURU PEMBATARA| GURU  |PEMBAYARAN| GURU  |PEMBAYARAN [TRIWULANT
PENERIMA N [Rp) PENERIMA N (Rp) PEHERIMA 1Rp) PENERIMA Rp} (Rp)
(] =) 13) [ 151 (§) 7] & 19) 110) = 351+ (5) » (71 + (9)
TK - {Transfer Dana dari Pusat (a) Rp
sD - |Sisa Dana di RKUD Rp
SMP « |Jumiah Dana Tersedia Rp -
SLB « |Renlisasi P 5 Rp .
SMA - | sisa Lebin/Kurang Triwulan | Rp -
SMK .
_ Pengawas
JUMLAK' - . . - - . . .
TRIWULAR 1}
BULAN : APRIL 2014 BULAN : ME1 2014 BULAN : JUNI 2013 CARRY OVER 2010 S.D. 2013
TOTAL REALISAS!
JENJANG JUMLAH REALISASI JUMLAH REALISAS! | JuMLAH | REausast | JuMLAH REALISAS! PEMBAYARAN KETERANGAN
PENDIDIRAN GURU PEMBAYARA GURU PEMBAYARA | GURU  |PEMBAYARAN| GURU  |PEMBAYARAN |TRIWULANTI
PENERIMA N (Rp) PENERIMA N (Pp) PENERIMA Rp) PENERIMA Rpl (Rp)
1) ] 3 18 2] 6 m ) 7] 102 @B+ (S)+ M~
TXK « | Transfer Dana dari Pusat {b) Rp
SD - |Sisa Lebih/Kurang Triwulan 1 Rp -
SMP - |Jumlah Dana Tersedia Rp -
SLB . |Reatisasi P y Rp .
SHA - |Sisa Lebih/Kurang Triwulan Il Rp -
SMK -
Pengawas - |Realisasi Pembayaran [Bglum / Sudohl* Menggunakan PP Nomor 34 Tahun 2013
JUMLAH - . . . - - - = |*) = coret vang tidak psriu
Keterangan : -
1. (=} dan (b} adatah jumizh dana yang ditransfer pada Trivulan { dan 1) bag. Keuangan/Kabiro Keuwangan/Kepais Sadan PKAD
2. Format laporan tersebut diataz adalah untuk penode laporan Semester | (Januan s.d. Juni) dan 11 (Juli s.d. D b
3. Format laporan S 11 periu di: buk ue
Nama leiss

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya '
KEPALA BIRO UMUM .

‘ 'BA’C?QN T

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

P

AL PRI

‘/-,3



LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 1 /PMK.07/2014

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Kop
KEPALA
DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI ...«
TRIWULAN ... @

Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d.:Rp @)
Triwulan sebelumnya

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Triwulan 1 : Rp (@)= (51+(6)+(7)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil Rp 5)
(ii) BOS Daerah Terpencil Rp 6)
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) Rp gl
- Triwulan II : Rp (8) = (@+(101+(11)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil Rp o
(iiy BOS Daerah Terpencil Rp (10)
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) Rp )
- Triwulan III :Rp (12) = (13)+(14)+(15)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil Rp (13)
(ii) BOS Daerah Terpencil Rp 14)
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) Rp 1s)
- Triwulan IV :Rp (16) = (17)+(18)+(19)
(ij BOS Daerah Tidak Terpencil Rp a7
(iiy BOS Daerah Terpencil Rp (18)
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) Rp (19
- Jumlah ’ : Rp (20) = (4)+(81+(12)+(16)

Realisasi Penyaluran BOS ke Satuan Pendidikan Dasar melalui SP2D Provinsi

- Kumulatif s.d Triwulan sebelumnya : Rp 21)

- Triwulan ini : Rp (22)

- Kumulatif s.d Triwulan ini :Rp (23) = (21)+(22)

- Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini :Rp (24) = (3)+(20)-(23)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.
Tempat®?5), Tanggal®)
Gubernur?)
(tanda tangan asli dan stempel basah)8)

Nama(29)

v &




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2015

NO. URAIAN

1. Diisi nama provinsi.

2. Diisi triwulan berkenaan dan Laporan dibuat per triwulan (tidak digabung).

3. Diisi seluruh sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d.

triwulan sebelumnya.

4, Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening
Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I. (5)+(6)+(7)

5. Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah pada triwulan L.

6. Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas
Umum Daerah pada triwulan I

7. Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.

8. Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening
Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. (9)+(10)+(11)

9. Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah pada triwulan II.

10. | Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas
Umum Daerah pada triwulan IL

11. | Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara k ke
Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.

12. | Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening
Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. (13)+(14)+(15)

13. | Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah pada triwulan III.

14. | Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas
Umum Daerah pada triwulan III.

15. | Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.

16. | Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening
Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III. (17)+(18)+(19)

17. | Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah pada triwulan IV.

18. | Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas

Umum Daerah pada triwulan IV,




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

19. | Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.

20. | Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening
Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I, II, III dan IV.
(4)+(8)+(12)+(16)

21. | Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan) kesatuan
pendidikan dasar s.d.triwulan sebelumnya.

22. | Diisi jumlah penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) kesatuan
pendidikan dasar pada triwulan berkenaan.

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang
diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun Anggaran 2014 pada triwulan
berkenaan/lampiran V.

23. | Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS kesatuan pendidikan dasar. (21)+(22)

24. | Diisi jumlah kumulatif sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah
s.d.triwulan berkenaan. (3)+(20)-(23)

25. | Diisi témpat dibuatnya laporan.

26. | Diisi tanggal dibuatnya laporan.

27. | Diisi nama jabatan.

28. | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.

29. | Diisi nama lengkap penandatangan laporan.

MENTER!I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ted.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sgs_'u‘e_ti, dengan.aslil‘lya
KEPALA 'BIlRO"UMU'.I\fI., .

%N
R

A}
E;}fiENTERlAN
e

L

R e S

GIARTS A A A
NIP 19584425 TH89877001

vt



LAMPIRAN IX

PERATURAN&AZN{ERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK.07/2014

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

KoP
KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur ... menyatakan telah merealisasikan

penyaluran BOS pada Triwulan .... dalam Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum

dalam Laporan Realisasi Penyaluran BOS Tahun Anggaran 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tangga ....
Gubernur

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttdl.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

Cowber s
l{EPALA.,BAGIAN"]‘:_Q,‘,'Q.}i]?{xflENTERIAN

LI
R STk /L
:



LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241 /PMi.07/2014

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA YANG DITERBITKAN
UNTUK PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA YANG DITERBITKAN
UNTUK PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2015

TRIWULAN ....
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nilai
No. Ket.
Nomor Tanggal (Rp)

Jumlah

Tempat, tanggal ...
Kepala Biro/Dinas/Bagian!

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama ...
NIP

1) Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan.

MENTIEER] KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

tid.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesyaid¢ngan aslinya
KEPALA BIR@'UMUM",

Ay N
KEPALA;BAGIAN T-U KM

N,
5 \l% TERIAN
I ’\ FIRE) UM /} n/i

vx 'q’ 1 L}
G-IAR'I‘(;}{ Ny
NIP 19500%e@195+0810d1

%)
o




LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 ] /pMK.07/2014

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DANA INSENTIF DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*) ..........c..ccooinin.
menyatakan telah mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015 dalam APBD
dan/atau akan mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015 dalam APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima

transfer.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan pertanggungjawaban penuh atas
pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai
syarat penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Gubernur/Bupati/Walikota*) .....

(cap dan tanda tangan)
(materai Rp6000,-)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttdl.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan Se,s,“ai.gdeng.._v_;j‘a,-s_linya
KEPALA BIRQeUMUM ‘;\\
'y’uﬁbm oo s ;4_‘\:\
KEPALA BAGTAN T.U. KEMENTERIAN

)47%;«‘ B0 LHAUK /
LSRR Jh
\\\ . /} /
GIARTO TN e Tt 4
N 7/ 7S
NIP 195 o\-&@@ﬁ% G51601

e e e




LAMPIRAN XiI

PERATUR HRERI KEUANGAHR REPUBLIK [NDONESIA

NOMOR {PME.07/2084

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTAHGGUHCJAWABAH TRAKRSFER KE
DAERAIT DA DANA DESA

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Teluh Tevima dari : Direl Jenderal Perbendal Selaku Kunsa Bendnhara Umum Negara

BMelatui KPPN sejumtaly : Rp. . ) . . .
Terbilung : . . . e m e

Unituk Keperluas 3 l‘en\-nlurnu I\nggm an 'l‘ram!er kc Dacrah TA ..
Bulan ;...
Daeceah : Prov/l\‘nlr./Knln
Dengan Rincinn :
JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAM SUMLAI KOTOR POTONOAN SUMLAH BERS!I DITERIMA TAKGOAL

1. I‘IWAINWV'MIIUGR MELALUI KPPN
'TRANSFER DBH PAJAK

13 P
L. ikali/kota, Bulnn
Y Pemtmlmnp PB3B Bazian urov,
TRANSFER DBH CUKAL
- DB Cukni Hasit Tembakau, Triwnlan oo Lo e o oee e P L
'TRANSFER DB SDA

EXRTAMDANQAN UMM
. DBII Pertambanaan Umum - luras Teta;
) -ﬁ H agan Umum - " R

-7 N P

. - DBIL Pecikanan Triwulan ... .
TRANSPER DAU

_Dong Alokngi Umum bulap, . .. . DU TN .U .. PRI e R
TRANSYER DAK
Nana Atokasi Khusus tahap .., ORI ) R PR S 1L SRR PR
'TRANSFER DANA OTONOMIRHUSUS . _ ___ _.. .- '
ChLfRe e Bu B e — emmnme

njangan Pral
u Pantuan antnn
ito:

Dagrnlx dnp Desentr izns

. Dmm'l"mwk Pem
TRANOYER DANA DRAA
. Dnm\ Desa

iJUgLAI! TOTAL PENERIMAAN TRANSFER

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berilut @
Nomor Releening H
Nama Releening H
Nama Bank

I -

Kepala Dacrah ..eeeieneeeenes / Pcjabat yang ditunjulc
dengon SK Bupati

NATERA
Rp.6000,

MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BAMBANG P. 3. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BlR@ ‘UMUM

W "M‘WL"%/,\

B o SO NN,

EPA@_’A BA/GIAN TV, A

!-, ..........,-,.,—..........,.

AR f»l,\)l'l"

& 20198507 19.61
N P et o)



LAMPIRAN XIII
PERATURAN

NOMOR /PMK.07/2014

KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN

REPU

BLIK INDONESIA

FORMAT LEMBAR REKAPITULAS!I TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

KZGEERI KEUANGAN REPUBLIK (NDONESIA
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG.JAWABAN TRANSFER

Telah Terima dari

Melalui KPPN sejuamiah
Techilang

Rp.

Untuk Reperunn
Butan oo
Dacrah : Prov/Kab./Kota

Dengan Rincian

Peayaluran Anggaran Transfer ke Dacrah TA ...

LEMBAR REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Dirckiur Jendera! Perbendahnraan Sclaku Kuasa Bendahara Umum Negara

JENIS ANGOARAN TRANBFER KE DAERAH

JUMLAII TRANSFER") | RINCIAN TRANSFER**)

DITERIMA TANGOAL***)

1. PENYALURAN TRANSFER MELALUI KPPN
'TRARGPFER DBI PAJAK

- DBH PPh Pasal 21 .
DBi{ Pih WPOPDN, . LT N
- DBIT PEB Basi Rota
DBH POB Migns
- Blayn l’emunuutnn PUE Migna
- DBIH PBB Panng Bumi -
.- Blaya, Pemungutan PBB Panas Bumi
- PBB Baginn nrovlknblkom .
- Binvn Pemupauton PBB Bnni:\n urnvlkubll(nln .

'TRANSPER DDIt CUKAL
+ DBII Cukai Hasil Tembakau
TRANGPBR DBI BDA

PERTAMUANOAN UMUM ¢
- DBN Pertasnbangan Umum - furan Tetay
- DBty Pertnmbangan, “Umum - Rovalty,
MY,

-D 3K Mlnvnl( Dnlnm Rnngkn Otaun

+ DB)I Ons ao-s.
DBI{ Gas
L I)p Gas, Dalnnl Rann;.a Osus

- DBH Panas Bumi

- DBH I‘SDII
- nnu nuPH’
i OR

mww.n .

.+ DBH Perilanan
TRANSFER DAY
..Dana Atolusi Umum
TRANSPER DAK
Dnan Alotasi Khugus
'TTRANSFER DANA OTONORMI KIIUGUB

Dana Otsus Provinsi

Rp e
! Re ot T
fp : T
FUTRR N 1. VO ) N | I
- JRUIVON 1. | U - Re .. < .
. ook | R .
. e . Rp o e B PR

L . Dana Tambahan Penehasilan | Bagi Gury PNS

piangan Profesi Guru I‘NSD -
[ Qpcmdmm! Selgo!ah
cnl ah (DID)

AN
'ﬂwmrnn DANA DEIA
« Dana Desa

Provelc Pemerintahy Dacral dlan Desententizasi. |

JUMLAI TOTAL PENERIMAAN TRANSFER

PR e

Nama Rekening
Nama Bank

KReterangan:
i
.

Diteritna Tanggat diisl besdasarkan tanggnt daun transfer o

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah scbagni berikut @
Nomor Rekening :

20....

Kepala Dacral oo { Pejabadt yang ditunjuk

dengan SK Bupali

MATERA!
Rp.8000,-

. Jwinlal sansfer diisi deugan total juimtah per jenis yang ditesiina dalun 1 tnhun anggasan
Rincian Tennaler diisi sebesar jumialy transler yang diterimn setiap uansakel

iterina ectiap tnuzakel sesunl deagan jenls dana wansfer.

Salinan seﬁt,ta;‘ éhl 4

I\L‘PALA/ﬁ{R@‘UMUM ~
I Vb

KEPAL)

\
GIARTO

X, 9
NIP 1959\4:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ticl.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO




